SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(]

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

bahwa wuntuk melaksanakan pertanggungjawaban
pengelolaan anggaran belanja Universitas Andalas perlu
dilakukan  penatausshaan  seluruh  pengeluaran
Universitas Andalas;

bahwa penatausahaan pengeluaran Universitas Andalas
mesti dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola
keuangan universitas vang baik;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Belanja Universitas Andalas;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomer 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336]);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggl (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Neomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indenesia Nomor 5300);
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Menetapkan

10.

1L

Peraturan Pemerinlah Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perpuruan Tingg Badan
Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri
BadanHukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 646 1);

Peraturan Pemerintah Nomor Y95 Tahun 2021 tentang
Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6719);

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 108/PMK.06/2017
tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Rl
Tahun 2017 Nomor 1062);

Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 100/PMK.02/2020
tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara RI
Tahun 2020 Nomor B65);

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor
2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran
Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola
Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun
2022 Nomor 12);

Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Umiversitas Andalas (Lembaran
Universitas Andalas Tahun 2023 Nomor O7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGEA
PELAKSANAAN ANGOGARAN BELANJA UNIVERSITAS
ANDALAS.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1.

Universitas Andalas yvang sclanjutnya disingkat UNAND adalah
perguruan tinggi negeri badan hukum.
Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan

mengelola UNAND.
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebariuaskan ilmu  pengetahuan dan teknologi melalui
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang
penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNAND.

Pegawai UNAND adalah pegawsai berstatus aparatur sipil negara
dan pegawai yang diangkat oleh Rektor vang bekerja dengan
jabatan pada UNAND.

Pendanaan UNAND adalah penyediaan sumber daya keuangan
untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi oleh
UNAND.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat
REKAT adalah rencana keuangan tahunan UNAND vang ditetapkan
dengan keputusan MWA,

Pejabat Pengelola Keuangan UNAND yang selanjutnya disingkat
PPKU adalah pejabat vang mempunyal tugas melaksanakan
pengelolaan keuangan serta bertindak sebagai Bendahara Umum
UNAND (BUL.

Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan UNAND yang selanjutnya
disingkat Kuasa PPKU adalah pejabat yang bertanggung jawab
dalam mengelola keuangan dan memiliki tugas dalam monitoring
dan evaluasi anggaran vyang ditunjuk oleh Rektor untuk
melaksanakan kewenangan PPKU dan bertindak sebagai Kuasa
Bendahara Umum UNAND.
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11,

14.

13.

14.

15.

16.
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18.

19,

Unit Kerja Penanggungjawab Anggaran yang sclanjutnya disingkat
UKPA adalah kelompok Unit kerja di UNAND yang anggarannya
dikelola oleh seorang PA/KPA.

Penanggungjawab Anggaran yvang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat  yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk
melaksanakan tugas dan funpsi anggaran dalam melaksanakan
REAT pada UKPA.

Kuasa Penanggungjawab Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah Pejabat vang diberi kuasa oleh PA dalam pelaksanaan
Anggaran.

Pejabat Pembuat Komitmen yang sclanjutnya disingkat PPRK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil kepuiusan dan/atan melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja UNAND dalam
pelaksanaan RRAT pada UKPA.

Pejabat Penatausahaan Keuangan UKPA yang selanjutnya
digsingkat PePK UKPA adalah pejabat yang menjalankan fngsi
penatausahaan keuangan pada UKPA yvang bertanggung jawab
melakukan penatausahaan keunangan UKPA.

Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan wang pendapatan UNAND dalam
rangka pelaksanaan RKAT pada UKPA.

Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yvang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggung jawabkan uang untuk keperfuan belanja UNAND
dalam rangka pelaksanaan RKAT pada UKPA.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar vang selanjutnya
disingkat PPSPM adalah pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengujian tagihan permintaan pembayaran dan
menandatangani Surat Perintah Membayar.

Uang Persediaan yang disingkat dengan UP adalah uang muka
kerja yvang bersifal pengisian kembali frevolving) yang digunakan
untuk operagsional rutin kantor dan tidak dapat dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung,

Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GUP, adalah

uang untuk mengganti uang persediaan yang telah terpakai sebesar
F. |
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Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan uang persediaan
vang telah disahkan oleh PA/KPA.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP,
adalah uang untuk memenuhi kebutuhan belanja vang sifatnya
mendesak dan tidak dapat dicukupi dan uang persediaan dan/atau
karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain,

Surat Permintasn Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan
pembayaran tagihan kepada UNAND.

Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPBy
adalah dokumen yvang diterbitkan oleh PPK atas nama PA/KPA yang
digunakan untuk mengeluarkan uang persedisan yang dikelola
oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak yang dituju.
Pembayaran Langsung vyang selanjutnya disebutl Pembayaran
LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada penerima
hak/Bendahara Pengeluaran atas dasar perjanjian kerja, surat
keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalai
penerbitan surat perintah membayar langsung,

Surat Perintah Membayar yang disingkat SPFM merupakan
dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pcjabat
lain vang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari
RKAT UNAND

Surat Perintah Pencairan Dana yvang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
vang diterbitkan oleh Bendahara Umum UNAND berdasarkan SPM.
Sural Pertanggungjawaban (SPJ) adalah bukti surat yang berkaitan
dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban
penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang
bersifat tcknis dan khusus

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara)
adalah laporan Yang dibuat oleh Bendahara
Penerimaan /Pegeluaran atas uang/surat berharga vyang
dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu
[LPJ BPP) adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan
Pembantu/Pegeluaran Pembantu atas uwang/surat berhargs yvang




(1)

(2)

(3]

1)

(1]

(2]

3]

(4]

dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang yang
didapat dari Bendahara Penerima / Pengeluaran.

BAB Il
SISTEM PEMBAYARAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Pertama

Komitmen

Pasal 2

Pembayaran atau pengeluaran dana untuk pelaksanaan kegiatan
atau penggunaan anggaran pada RKAT UNAND dilakukan melalui
pembuatan komitmen.
Komitmen merupakan dasar timbulnya hak tagih kepada UNAND
atas beban REKAT.
Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Penetapan atau keputusan; atau

b. Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa.
Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat
digunakan untuk kebutuhan lain.

Pasal 3
Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a
dibuat dalam bentuk keputusan pejabat yang berwenang.
Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Pejabat pembina kepegawaian,
PA/KPA,
PPK; atau
pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan yvang berlaku di
UNAND.
Komitmen dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat berupa:

|l L~

a, surat keputusan;

b. surat perintah;

¢, sural tugas; atau

d. surat perjalanan dinas.

Penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran dana
UNAND antara lain untuk:




(1)

(2]

(1)

(21

(3]

a. Pelaksanaan belanja pegawai;

b. Pelaksanaan perjalanan dinas;

c. Pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran
honorarium Kegatan;

d. Pemberian beasiswa bagi dosen, pegawai, dan mahasiswa;
Pemberian penghargaan bagi dosen, pegawai, dan mahasiswa;
belanja bantuan sosial lainnya yang disalurkan dalam bentuk
uang kepada penerima bantuan sosial; atau

g. Pengeluaran lain dalam rangka menjalankan kegiatan yang tidak
bersifat kontrak.

Pasal 4
Perjanjian /kontrak untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3] huruf b dilaksanakan berdasarkan
peraturan UNAND terkait pengadaan barang dan jasa.
Komitmen dalam bentuk kontrak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat berupa:
a. Bukti pembelian/pembayaran;
b. Ruitansi;
c. Sural perintah kerja;
d. Surat perjanjian; dan/atau
Surat/bukti pesanan, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai  pengadaan  barang/jasa
UNAND.

Pasal 5
Perjanjian /kontrak atas pengadaan barang/jasa dapat dibebankan
pada RKAT tahun berjalan dan/atau RKAT tahun berikutnya, sesuai
dengan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa.
Pola pendansan atas perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa
dapat dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan RKAT dan/atau
sumber lain berupa hibah atau bantuan dari luar UNAND,
Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban transaksi
keuangan untuk pembayaran perjanjian/kontrak pengadaan
barang/jasa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
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Bagian Kedua
Penatausahaan Data Kontrak dan Data Supphlier

Pasal 6
PPK melakukan pendaftaran kontrak ke Direktorat Keuangan dan
data supplier penerima pembayaran pada aplikasi keuangan.
Pendaftaran kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
Dalam hal terdapat perubahan/adendum atas kontrak yang telah
didaftarkan, PPK menyampaikan data perubahan /adendum kontrak
ke Dircktorat Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
penandatanganan perubahan/addendum kontrak.

Bagian Ketiga
Mekanismc Pembayaran

Pasal 7
Pembayaran tagihan atas pelaksanaan Kegiatan/anggaran
dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (L3).
Selain  menggunakan mckanisme pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pembayaran untuk hal tertentu dapat
dilakukan menggunakan mekanisme pembayaran Uang Persediaan
(UP).

Pasal 8

Pembayaran menggunakan mekanisme pembayaran LS kepada
penerima hak pembayaran merupakan cara pembayaran utama.
Pembavaran LS digunakan untuk pembayvaran kepada:

a. Pegawai;

b. Penyedia; atau

¢. Pihak lain,
Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meliputi
perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga
non pemerintah, organisasi internasional, danfatau badan usaha.



(L

(2)

(3)

{2

(1)
(2)

(3)

Pasal 9
Dalam hal tidak dapat dilakukan pembayaran LS kepada penerima
hak pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2],
pembayaran LS dapat dilakukan melalui:
a. DBendahara Pengeluaran; atau
b. Bank/lembaga keuangan bukan bank.
Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk
pembayaran:
a. Honorarium dan perjalanan dinas atas dasar komitmen berupa
surat keputusan dan/atau surat tugas; dan
b. Belanja pegawai kepada pegawai UNAND, pegawal negeri,
pejabat negara, dan/atau pejabat lainnya setelah mendapat
persetujuan dari BUU.
Pembayaran LS melalui bank/lembaga keuangan bukan bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan
antara lain untuk belanja bantuan sosial dan belanja lain sesuai
dengan ketentuan.
Pasal 10
UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat digunakan
untuk membayar pengeluaran operasional rutin Unit Kerja atau
pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan mckanisme
pembayaran LS.
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan
untuk jenis belanja:
a. belanja barang;
b. belanja modal; dan
b. penunjang belanja modal.

Pasal 11
UP masing-masing Unit Kerja ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
UP ditetapkan berdasarkan besaran pagu dan perhitungan
kebutuhan rutin masing-masing Unit Kerja untuk satu bulan.
Rektor dengan pertimbangan kompleksitas operasional Unit Kerja,
jarak dengan kantor pusat dan rentang kendali dapat menetapkan
besaran UP berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

avat (2).
0
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(5]

(5]

UP sebagamana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk
tunai dan fatau kartu kredit UNAND.

Besaran UP dalam bentuk kartu kredit maksimum 25% dari total UP
Unit Kerja.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan kartu Kredit
UNAND ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 12

UP dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

(1)

UP digunakan untuk belanja barang dan jasa, dan penunjang
belanja modal sepanjang tidak dapat dilakukan dengan LS.

UP untuk pembayaran tunai dapat dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada pihak ketiga sepanjang tidak melebihi Rp.
5.000.000 (lima juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor.
Pengisian kembali UP dilakukan apabila dana UP telah
dipergunakan dan dipertanggunjawabkan sekurang-kurangnya 75%
dari dana UP yang diterima.

Pertanggungjawaban atau penggantian penggunaan UP paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah transaksi atau kegiatan selesai
dilakukan.

Apabila Pertanggungjawaban atau penggantian penggunaan UP
melewati  {3) tiga bulan sebagaimana dimaksud huraf d,
PA/KPA/PPK mengajukan permohonan persetujuan kepada Rekior
untuk dapat dimasukkan /dipertanggunjawaban pada
periode / bulan yang diusulkan /bertkutnya.

Dalam kondisi tertentu pengisian kembali UP dapat dilakukan
apabila pengpunaasn dana UP kurang dari 75% Dberdasarkan
keputusan Rektor.

Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75% scbagaimana
dimaksud pada huruf ¢, sementara Unit Kerja yang bersangkutan
memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, Unit Kerja
dapat mengajukan TUP.

Pasal 13
Dalam hal UP pada Bendahara Pengeluaran UKPA tidak cukup
tersedia untuk membiayai pengeluaran yang  sifatnya
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(2]

(3)

(4]

mendesak/tidak dapat ditunda, PA/KPA dapat mengajukan

permohonan TUP kepada Rektor.

Besarnya TUP disesuaikan dengan kebutuhan yang sangait

mendesak dan setinggi-tingginya sebesar jumlah UP, kecuali untuk

kegiatan tertentu vang diizinkan oleh Rektor,

TUP dapat diajukan masing-masing Unit Kerja dengan ketentuan:

a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak / tidak dapat
ditunda;

b, Digunakan paling lama 1 {satu) bulan sejak tanggal SP2D TUP
diterbitkan;

c. Apabila TUP tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan,
sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetor ke
rekening kas UNAND;

d. Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SPZD TUP diterbitkan
belum dilakukan pertanggungjawaban  TUP, Rektor
menvampaikan surat teguran kepada PA/KPA.

e. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUF melampaui 1
(satu) bulan, PA/KPA mengajukan permchonan persctujuan
kepada Rektor.

f. Rektor dapat memberikan  persetujuan  perpanjangan
pertanggungiawaban TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dengan pertimbangan:

1. PA/KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah
dipergunakan; dan

2. PA/KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk
mempertanggungjiawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu)
bulan berikutnya.

Dalam hal ketentuan terkait penggunaan TUP sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, UKPA yang bersangkutan

diberikan sanksi berupa tidak dapat diberikan TUP sepanjang sisa
tahun anggaran berkenaan.
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BAB III
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PENERBITAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Bagan Pertama

Pengujian Tagihan dan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran
Langsung

Pasal 14

(1) Dalam rangka penyelesaian tagihan dan penerbitan SPP LS, PPK
melakukan pengujian materil terhadap kebenaran tagihan beserta
kelengkapan yang disampaikan pihak ketiga atau pihak yang
menerima.

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
elektronik atau manual terhadap:

a. Kelengkapan dokumen tagihan;

b. Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas
beban RKAT; dan

¢. Kebenaran perhitungan tagihan termasuk memperhitungkan
kewajiban perpajakan.

(3) Selain pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK
melakukan pengujian:

a. Kesesuaian spesifikasi teknis dan wvolume barang/jasa
sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan
barang/jasa yang diserahkan oleh Penyedia;

b. Kesesuaian spcsifikasi  teknis dan volume barang/jasa
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima
barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;

¢. Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan
surat bukti mengenai hak tagih kepada UNAND; dan

d. Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana
vang tercanium pada dokumen serah terima barang/jasa dengan
dokumen perjanjian /kontrak.

(4] Dalam hal terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, PPK
memperhitungkan denda sesuai dengan ketentuan pengenaan
denda vang dicantumkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa.
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(5) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayatl (1)
memenuhi ketentuan, PPK menerbitkan SPP-LS.

(6] Dalam hal berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tagihan tidak memenuhi ketentuan, PPK menolak tagihan.

Pasal 15

SPP-LS terdiri dari:

a. SPP-LS Gaji, Tunjangan dan Penghasilan Lainnya PNS;
b. SPP-LS Gaji, Tunjangan dan Honorarium Non PNS; dan
c. SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 16

(1) Pengajuan SPP-LS Gaji, Tunjangan dan Penghasilan Lainnya PNS
dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari:

L.

d.

Surat pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan
Lainnya;

Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan
Lainnya;

Rincian SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya;
dan

Lampiran SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya.

(2) Lampiran dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan
Lainnya schagaimana dimaksud ayat (1) huruf (d) terdiri dari:

a0 P

g m

T

: i

k.

L.

Pembayaran gaji induk;

Gaji susulan;

Kekurangan gaji;

(Gap terusan;

Uang duka wafat/tewas vang dilengkapi dengan daftar gaji
induk /gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;
SK CPNS;

SK PNS;

SK Kenaikan Panghkat;

SK Jabatan;

Kenaikan gaji berkala;

Surat pernyataan pelantikan;

Surat pernvataan masih menduduki jabatan;

m. Surat pernyvataan melaksanakan tugas;

13



(1)

3

Daftar keluarga | KP4 ),

Fotokopi surat nikah;

Fotokopi akta kelahiran;

Surat keterangan pemberhentian pembayaran [ SKPP ) gaii;
Daftar potongan sewa rumah dinas;

Surat keterangan masih sckolah /kuliah;

t. Surat pindah;

= R

"

u. Surat kematian; dan

v, SSP PPh Pasal 21.

Penggunaan lampiran dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta
Penghasilan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2] sesuai
dengan peruntukannya.

Pasal 17
Pengajuan Amprah Gaji, Tunjangan dan Honorarium Non PNS
dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari:
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Amprah Gaji,
Tunjangan dan Honorarnum Non PNS; dan
b. SK Pengangkatan Non PNS.

Pasal 18

PPK mengajukan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana
dimaksud Pasal 15 huruf ¢ kepada PPSPM melalui PePK UKPA.

(1]

1<)

Pasal 19
Pengajuan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa dilengkapi dengan
dokumen yang terdiri dari:
a. Surat pengantar SPP-L35;
b. Rincian SPP-LS; dan
c. Lampiran SPP-LS.
Ketentuan lebih lanjut terkait Lampiran dokumen SPP-LS
Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf
(d) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor tentang Pedoman
Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan.

14



Pasal 20
Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 15 tidak lengkap, PePK UKPA aias nama PPSPM
mengembalikan dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa kepada
PPK untuk dilengkapi.

Pasal 21

(1) Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa dibuat dalam
rangkap 2 (dua), dan didistribusikan kepada:
a. PePK UKPA sebanyak 1 rangkap; dan
b. PPK sebanyak 1 ranglkap.

(2} Format SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa, Surat pengantar SPP-
LS dan Rincian SPP-LS, seperti tercantum dalam Lampiran 1
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 22
Penerbitan SPP-UFP, SPP-GUP, SPP-TUP, SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta
Penghasilan Lainnya, dan SPP- LS Pengadaan Barang dan Jasa dicatat ke
dalam register/daftar SPP.

Bagian Keempat
Qurat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan

Pasal 23

(1} Bendahara Pengeluaran mengajukan SFP-UP kepada PA/KPA
melalui PePR-UKPA.

|2) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman
kepada RKAT dan Keputusan Rektor tentang Penetapan UP untuk
masing-masing UKPA.

(3] Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud avat (1) digunakan untuk
pengisian UP dan bukan untuk pembayaran langsung (LS).

Pasal 24
(1) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
dilengkapi dengan dokumen yang terdin dari:
a. Surat pengantar SPP-UP;
b, Ringkasan SPP-UP,;
¢. Rincian SPP-UP; dan

15




(3]

(1)

(<]

(31

(%)

5]

&)

d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP yang ditandatangani oleh
PPH.

Format SPP-UP, Surat pengantar SPP-UP, Ringkasan SPP-UP,

Rincian SPP-UP, dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP yang

ditandatangani oleh PPK terdapat dalam Lampiran 2 yang

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Reklor ini.

Bagian Kelima
Pengujian Tagihan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang
Persediaan

Pagal 25

Dalam rangka pembayaran dengan mekanisme UP, PPK melakukan
pengujian materiil terhadap kebenaran tagihan beserta kelengkapan.
Tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) kebenaran tagihan memenuhi persyaratan, FPK menerbitkan
SPBy yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.
Dalam hal UP digunakan untuk vang muka kegiatan atau Persekot
Kerja (PK), PPK menerbitkan SPBy disertai dengan:
a. rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; dan
b. rincian kebutuhan dana.
Uang muka kegiatan /PK sebagaimana dimaksud pada ayat {4) dapat
diberikan secara tunai atau non tuna: kepada pelaksana
kegiatan/ketua tim,
Berdasarkan SPBy vyang disampaikan PPK, Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan
pengujian yang meliputi:
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh

FFPL; dan
b, pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:

1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;

2. nilai tagihan yang harus dibayar; dan

3. jadwal waktu pembayaran.
16



(7

(B)

(1)

(2]

(1)

2]

(1]

¢, menguji ketersediaan dana yang bersanghkutan,

d, pemeriksaan kesesuaian antara spesifikasi teknis yang
disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi
teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan

e. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan klasifikasi
anggaran.

Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan, Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara  Pengeluaran Pembantu melakukan
pembayaran dengan UP.

Dalam hal SPBy tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengembalikan SPBy.

Paszal 26

Penerima uang muka kegiatan mempertanggungiawabkan uang
muka kepada Bendahara Pengeluaran disertai dengan buki
pengeluaran yang sah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sctelah
pelaksanaan kegiatan selesai.

Dalam hal sampai batas paling lama 15 (lima belas| hari kerja setelah
pelaksanaan kegiatan selesai, penerima uang muka kegiatan belum
menyampaikan bukti pengeluaran yang sah, Bendahara
Pengcluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan
permintaan tertulis agar penerima uang muka kegiatan segera
mempertanggungiawabkan uang muka kegiatan dengan tembusan
kepada FPK.

Pasal 27
Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan pengisian kembali UP
apabila UP sudah digunakan dan dipertanggungjawabkan minimal
sebesar 75%, atau kurang dari 75% sesuai Keputusan Rektor.
Bendahara Pengeluaran UKPA mengajukan SPP-GUP kepada
Penangpung jawab Anggaran melalui PePK UKPA untuk pengisian
kembali UP sebagaimana vang dimaksud avat (1).

Pasal 28
Pengajuan SPP-GUP scbagaimana dimaksud Pasal 27 dilengkapi
dengan dekumen yang terdin dari:
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Sural pengantar SPP-GUP;

. Ringkasan SPP-GUF;

Rincian Penggunaan SP2D-UP/GUP yang lalu;

d. Bukti transaksi yang sah dan lengkap;

e, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GUP yang ditandatangani oleh
PPK;

f. Daftar permintaan GUP yang ditandatangani oleh PPK.

T B

o

(2) Format SPP-GUP, Surat pengantar SPP-GUP, Ringkasan SPP-GUP,

Pertanggungjawaban GUP yang lalu sebesar uang yang telah
dipertanggungjawabkan yang dibuat per kegiatan dan diuraikan
sampai rincian objek menurut jenis belanja, Surat Pernyataan
Pengajuan SPP-GUP yang ditandatangani PPK, dan Daftar
permintaan ganti uang yang ditandatangani PPK, terdapat dalam
Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Rektor ini.

Pasal 29

PPK memberikan persetujuan terhadap SPP-GUP yang diajukan
Bendahara Pengeluaran UKPA apabila SPP tersebut telah memenuhi
persyaratan scbagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1).

Bagian Keenam
Surat Permintaan Pembayvaran Tambahan Uang Persediaan

Pasal 30

{1) Bendahara Pengeluaran UKPA mengajukan SPP-TUP kepada PPK

(2]

(1)

melalui PePK UKPA.
SPP-TUP dapat diajukan apabila UP tidak mencukupi untuk
membiayai kegiatan yang mendesak, dan berpedoman kepada RKAT.

Pasal 31
Pengajuan SPP-TUP sebagaimana dimaksud Pasal 30 dilengkap
dengan dokumen yang terdiri dart:
a. Surat pengantar SPP-TUP;
b. Ringkasan SPP-TUP,
¢. Rincian penggunaan Tambahan Uang Persediaan;
d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TUP yang ditandatangani oleh
PPK;

18



(2]

e. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian
tambahan vang persediaan; dan

f. Rekening koran yang menunjukkan saldo akhir.

Format SPP-TUP, Surat pengantar SPP-TUP, Ringkasan SPP-TUP,

Rincian penggunaan Tambahan Uang Persediaan, Surat Pernyataan

Pengajuan SPP-TUP yang ditandatangami oleh PPK dan Surat

keterangan vang memuat penjelasan Keperluan pengisian TUP,

terdapat dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pagal 32

PPK memberikan persetujuan terhadap SPP-TUP yang diajukan
Bendahara Pengeluaran UKPA apabila SPP-TUP tersebut memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 31 avat (1).

(1)

2]

(3

Bagian Ketujuh
Pengujian SPP dan Penerbitan Surat Perintah Membayar

Pasal 33
Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP-UP, SPP-GUP, SPP-TUP,
SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya PNS/Non PNS
kepada PPSPM melalui PePK UKPA,
PPK menyerahkan SPP- LS Pengadaan Barang dan .Jasa kepada
PPSPM melalui PePK UKPA.
PePK UKPA melakukan pengujian formil atas SPP yvang diserahkan
oleh PPK scbagaimana vang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} yang
meliputi:
a. Kelengkapan dokumen dan dokumen pendukung SPP;
b. Kesesuaian SPP dengan pagu anggaran dalam RKAT-UKPA;
¢. Memeriksa kebenaran atas hak tagih terkait dengan;:
Nama [bendahara, orang/perusahaany;
Nomor rekening (rekening belanja, rekening giro);
Alamat;
Nama Bank;
NPFWP;

Jadwal waktu pembayaran;

Nilai tagihan vang harus dibayar (kesesuaian dan/atau

kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapal sesuai
19
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3]

(4

(=)

(6]

spesifikasi teknis vang tercantum dalam kontrak) serta
kewajiban perpajakan; dan

8. ketepatan penggunaan kode bagan akun standar/kode mata
anggaran antara SPP dengan RKAT UKPA.

Pasal 34
PePK UKPA atas nama PPSPM mengembalikan SPP yang tdak
memenuhi persyaratan kepada Bendahara Pengeluaran UKPA paling
lambat 1 (satu) hari setelah SPP diterima.
Pengembalian SPP yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud ayat
(1} dilakukan dengan Surat Penolakan Penerbitan SPM.
Surat Penolakan Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud ayat (2)
dicatat ke dalam register Surat Penolakan Penerbitan SPM.

Pasal 35

SPP vang telah dinvatakan lengkap dan memenuhi persyaratan
dicatat ke dalam buku register penerimaan SPP, dan selanjutnya
PePK mempersiapkan dokumen SPM.
Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (hari)
hari kerja setelah SPP dinyatakan lengkap dan sah.
PePK UKPA menyampaikan SPM dalam 2 (dua) rangkap kepada
Penangpung  jawab  Anggaran/Kuassa  Penanggung  jawab
Anggaran/Pejabat  selaku PPSPM  untuk diotorisasi  dan
ditandatangani.
SPM yang telah ditandatangani disampaikan kepada:
a. BUU sebanyak 1 (satu) lembar; dan
b. PePK UKPA scbanyak 1 {satu) lembar.
Penyampaian SPM-UP, dan SPM-TUP ke BUU dilengkapi dengan:
a. Salinan SPP; dan
b. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPF;
Penyampaian SPM-GUP, SPM-LS Gaji dan Tunjangan scrta
Penghasilan Lainnya, serta SPM- LS Pengadaan Barang dan Jasa
Kepada Pihak Ketiga dilengkapi dengan:
a. Salinan SPP;
b. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP; dan
c. Rekap pengeluaran rincian objek dan bukti-bukti pengeluaran

yvang sah dan lengkap.
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(7]

1)

(<)

(3]

14)

15)

6]

SPM yang diterbitkan dicatat ke dalam register SPM,

BAB IV
PENGUJIAN SPM DAN PENERBITAN 5P2D

Bagian Perlama
Pengujian SPM

Pasal 360

Direktorat Keuangan melalui Kasubdil Perbendaharaan melakukan
penelitian dan pengujian secara elektronik/manual atas SPM yang
disampaikan oleh PPSPM.
Penelitian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
penelitian terhadap:
a. kelengkapan SPM; dan
b. kebenaran SPM meliputi;

1. kebenaran dan keabsahan tanda tangan pada S5PM; dan

2. kesesuaian penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf
pada SPM.

Pengujian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menguji kebenaran perhitungan angka atas beban RKAT yang
tercantum  dalam  S5PM,  yaitu  kebenaran  jumiah
belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah
potongan,/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM; dan

b. menguji ketersediaan dana dalam REKAT dengan yang
dicantumkan pada SPM.

Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah
surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangam PPK.

Kelengkapan dokumen SPM-GUP untuk penerbitan SP2D
mencakup:
a. Surat Pernvataan Tanggung Jawab PPK; dan

b. SPJ Uang Persediaan vang sudah disahkan cleh PPK.
Kelengkapan dokumen SPM-TUP untuk penerbitan SP2D adalah :

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PPK; dan
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{7)

(1)

]

(1)

(2]

b. Surat Usulan Pencairan TUP.

Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:

a. Surat Pernyataan Tanggung jawab PPK;

b. bukti-bukti pengeluaran vang sah dan lengkap sesual dengan
kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan yang
berlaku di UNAND,

. Dalam hal dokumen SPM scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan lengkap, BUU menerbitkan SP2D;

d. Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau
pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, BUU menolak
mencrbitkan SP2D; dan

e. Dalam hal pejabat penandatangan SP2D berhalangan, BUU
dapat menunjuk pejabat lain diberi kuasa untuk
menandatangani SP2D.

Bagian Kedua
Penerbitan SP2D
Pasal 37
Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7)
paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan
SPM.

Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (7) paling lama 1 {satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
pengajuan SPM,

Paszal 38
BUU menyerahkan SP2D kepada Bank Mitra untuk diteruskan
kepada Bendahara /Pihak Ketiga.
SP2D sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pejabat
ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Wakil Relktor yang

membidangi urusan keuangan.
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Pasal 39

Dokumen vang digunakan BUU dalam menatausahakan SP2D
mencakup.

Register /Rekap SP2D;

b. register surat penolakan penerbitan SP2D; dan

Q.

buku jurnal penerimaan dan pengeluaran.

BAB YV
PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Bagian Pertama
Pengelolaan Kas Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

Pasal 40

Bendahara Pengeluaran menerima UP/ TUP/ GUP dari BUU digunakan
untuk kegiatan operasional kantor rutin, dengan ketentuan secbagai
berikut

a. Pelaksanaan pembayaran dengan UP hanya dapat dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu atas
perintah PPK;

. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

melaksanakan pembavaran dari UP yvang dikelolanya setelah:

1. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh
PPK meliputi kuitansi/ tanda terima, faktur pajak, dan
dokumen lainnyva yang menjadi dasar hak tagih;

2. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
perintah  pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan
perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan
ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan

3. menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan
pagu/sisa pagu RKAT-UKPA untuk jenis belanja yang
dimintakan pembayarannya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib

menolak perintah pembayaran dari PPK apabila persyaratan

sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terpenuhi; dan
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d.

(1)

(<)

(3]

1)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.

Pasal 41
Bendahara Pengeluaran dapat memberikan uang muka kerja kepada
Bendahara Pengeluaran Pembanitu.
Pemberian uang muka kerja sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana untuk kebutuhan
1 (satu) bulan, yang diketahui KPA dan disetujui PA.
Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (2] dibuat
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diuraikan sampai
rincian objek belanja.
Uang muka kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus
dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu paling lama 1 {satu)
bulan.

Pasal 42

Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran wajib
memperhitungkan kewajiban-kewajiban (pajak dan bukan pajak) pihak
ketiga kepada negara.

Pasal 43

Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan
seluruh sisa UP/ TUP ke Kas UNAND.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kas Bukan Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan

Pasal 44

Disamping mengelola UP, Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang

lainnya, meliputi:

3.

b.

uang vang berasal dari Kas UNAND, melalui SP2D UP/GUP/TUP dan
SP2D LS yang ditujukan kepadanya;

uang vang berasal darn potongan atas pembayaran yang
dilakukannya sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib
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1)

(2]

13)

14)

(1)

pungut/ potong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; dan
uang dari sumber lainnya yang menjadi hak UNAND.

Paszal 45

Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dan ¢ tidak
dapat digunakan untuk keperluan apa pun dan dengan alasan apa
purn.
Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sisa uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a harus segera
disetorkan ke Kas UNAND sesuai dengan ketentuan vang berlaku.
Dalam hal tidak ada ketentuan yang mengatur waktu penyvetoran
sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2], sctoran dilakukan
paling lambat pada akhir bulan berkenaan.
Penyetoran ke Kas UNAND dilakukan dengan menggunakan formulir
sebagai berikut:
a. Formulir 85P untuk sctoran pajak; dan
b. Formuhbr Setoran Pengembalian Sisa Uang (SPS) untuk setoran

pengembalian belanja/ sisa uang persediaan.

Bagan Ketiga
Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Pasal 46
Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan
terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran meliputi seluruh
transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja
yang berada di bawah pengelolaannya.

Dalam rangka menyelenggarakan pembukuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran wajib
menyelenggarakan pembukuan ke dalam Buku Kas Umum dan
buku pembantu BKU yang terdiri dari:

buku pembantu bank;

buku pembantu kas tunai;

buku pembantu pajak;

buku pembantu panjar;

[ O - Y - M -

buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
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(3]

(4)

(1]

(2)

3]

(4]

(3]

&)

(7}

f. register SPP-UP/GUF/TU/LS.

Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran
untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu pengawasan anggaran.

Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjakan
oleh pembantu/staf Bendahara Penigeluaran.

HBagan Keempat
Tata Cara Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Pasal 47
Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat
dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam buku-buku
pembantu/ register-register.
Dokumen sumber pembukuan bendahara yang harus dicatat dalam
Buku Kas Umum, antara lain:
a. SP2D-UP/GUP/TUFP/LS;
Kuitansi/ dekumen pembayaran yang sah;
c. Faktur pajak, bukti potong atas pembayaran yang dilakukan oleh
bendahara; dan
d. SPB/Surat Pengembalian Belanja yang dinyatakan sah (sebagai
bukti pembukuan pengeluaran bendahara).
Dokumen sumber pembukuan bendahara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dibukukan scbesar nilan bruto.
Nilai bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi scbagai
pengurang kredit anggaran untuk mata anggaran berkenaan dalam
Kartu Kendali Anggaran.
SP2D-LS dibukukan sebesar nilai bruto.
Nilai bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebaga:
pengurang kredit anggaran untuk mata anggaran berkenaan dan
sekaligus sebagai pengesahan atas belanja.
Pedoman pembukuan bendahara akan ditindaklanjuti dengan

Repurtusan Rektor.
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Bagian kelima
Penatausahaan Kas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPF)

Pasal 48
Ketentuan mengenal penatausahaan kas pada Bendahara
Pengeluaran berlaku juga bagi BPP.

BPF bertanggung jawab atas seluruh uang dalam penguasaannya
dan bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.

LP.J-BPP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat
5 (lima) hari kerja bulan berikutnya disertai salinan rekening koran
dari bank untuk bulan berkenaan.

PA wajib melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali
dalam satu bulan.

Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP dan menyampaikannya
kepada PA/Kuasa PA melalui PePK disertai dengan bukti-bulkti

pengeluarannya.
Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib menyetorkan
seluruh uang dalam penguasaannya (PPh dan PPN) ke Kas Negara,

sedangkan sisa UP wajib dikembalikan ke rekening Bendahara
Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran dapat membukukan transaksi atas dasar
nilai yang tertuang dalam LPJ- BPP.,

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN
Bagian Pertama

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

1]

Pasal 49
Bendahara Pengeluaran menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana secara administratif kepada
PA dan secara fungsional kepada PPKU setiap 3 (tiga) bulan sekali.
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(2)

1]

(4

15)

(1)

(2]

(1]

Pertanggungjawaban secara administratifl sebagaimana dimaksud

ayat (1) dilakukan melalai PePK UKPA.

Pertanggungjawaban penggunaan uang secara administratif

sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-

Administratif) dan dilengkapi dengan:

a. buku kas umum;

b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek per kematan yang
disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;

c. pertanggunjawaban pembanyaran LS yang dilakukan bendahara

d. bukti atas penvetoran PPN /PPh ke kas negara; dan

e, register penutupan kas.

Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat

{3) telah sesuai, Penanggung jawab Anggaran menerbitkan Surat

Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan secara fungsional

dimaksud avat (1) adalah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) dan dilengkapi dengan:

a. ringkasan pengeluaran per rincian obyek per kegiatan;

b. rekening Koran bulan bersangkutan; dan

¢. register penutupan kas.

Pasal 50
Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun
anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember
disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember;
Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara
fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (5
dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertang-

pungjawaban pengeluaran oleh PA.

Bagian Kedua
Verifikasi LPJ Bendahara Pengeluaran Oleh PePK UKPA.

Pasal 51
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran UKPA
diverifikasi PePK UKPA.
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(2] Dalam melaksanakan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran UKPA sebagaimana tersebut ayat (1), PePK
UKPA berkewajiban;

a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungawaban
dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian
obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;

¢. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per
rincian obyek; dan

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang
diterbitkan periode sebelumnya.

(3) Dokumen yang digunakan PePK UKPA dalam menatausahalan
Laporan Pertanggung .Jawaban Bendahara Pengeluaran UKPA
sebagaimana dimaksud avat (1) dengan menggunakan dokumen:

a, Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran

(SPJ);

b. Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
(SPJ);

¢. Surat penolakan laporan pertanggungawaban pengeluaran
(SPJ);

d. Register penclakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
[SPJ}; dan
e. Regsier penutupan kas,

(4] Dalam hal laporan pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah sesuai, PA menerbitkan surat pengesahan laporan
pertanggungjawaban.

(5] Batas waktu  penerbitan  Surat Pengesahan  Laporan
Pertanggungjawaban pengeluaran adalah tanggal 15 bulan
berikutnya,

(6] Apabila pada tanggal tersebut pada ayat (5) SPJ tidak disahkan oleh
PA. maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB VII
LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA UNIT KERJA

Pasgal 52

Setiap PA wajib membuat laporan guna memberikan informasi

tentang kinerja pengelolaan anggaran belanja dan bahan masukan

untuk penyusunan kebijakan oleh Rektor.

Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

a. Laporan triwulan vang memuat kemajuan fisik kegiatan dan
keuangan serta permasalahan yang dihadapi, serta nilai
kuantitas pencapaian target sampai dengan bulan laporan.

b, Laporan realisasi Scmester dan prognosis & [enam| bulan
berikutnya yang memuat kemajuan fisik kegiatan dan keuangan
serta permasalahan yang dihadapi dan nilai kuantitas
pencapaian target sampai dengan bulan laporan, dibuat paling
lambat 7 {tujuh | hari setelah semester berakhir;

¢, Laporan sebagaimana dimaksud huruf a dan b disampaikan
kepada Rektor dengan tembusan disampaikan kepada:

1. Walkil Rektor Bidang 1I;
2. Wakil Rektor Bidang IV, dan
3. SPL

Pimpinan Unit Kerja menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor

dengan materi pelaporan terdiri dari:

a. Nama Program /kegiatan;

b. Tujuan masing-masing program/kegiatan;

c. Pagu dana; dan

d. Hasil yang dicapai dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi serta
renstra Unit Kerja.

Pada akhir tahun anggaran, di samping laporan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1 ), Unit Kerja diwajibkan membuat Laporan

Keuangan kepada Rektor melalui PPKU yvang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi anggaran;

b. Neraca, dan;

c. Catatan atas laporan Keuangan;

Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (4) disusun dan disajikan

sesual dengan Peraturan Rektor terkait sistem akuntansi keuangan

UNAND,
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Pasal 53

Untuk keperluan pembayaran tunai schari-hari, setiap Bendahara
Pengeluaran UKPA diizinkan menyimpan uang tunai di brankas maksimal
Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Apabila PA/KPA/PPSPM/PPK melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit
atau karena sesuatu hal berhalangan hadir, maka:

A.

Bila berhalangan 3 {tiga) hari sampai paling lama 1 (satu) bulan, wajib
memberikan Surat Kuasa kepada Pejabat vang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas-tugas PA/KPA/PPSPM/PPK kegiatan dimaksud
atas tanggungjawabnya dengan diketahui oleh Wakil Rekior yang
membidangi SDM untuk PA/PPSPM dan Pimpinan Unit Kerja untuk
KPA dan PPK;

Bila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga] bulan, Rektor
menunjuk pejabat sementara PA/KPA/PPSPM/PPK dan Unit Kerja
membuatkan Berita Acara Serah Terima keadaan fisik kegiatan dan
keuangan; dan

Bila meiebihi 3 (tiga) bulan, maka dianggap yvang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dan oleh karena ilu Rektor segera
menunjuk pengganti PA/KPA/PPSPM /PPK atas usulan Unit Kerja.

Pagal 55

Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu yang
melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena sesuatu hal
berhalangan hadir, maka;

a.

Bila berhalangan 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 {satu] bulan,
Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu
tersebut wajib memberikan Surat Kuasa kepada Petugas yang
ditunjuk untuk melakukan penerimaan/pembayaran dan tugas-
tugas atas tanggung jawabnya dengan diketahui oleh PA;
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b. Bila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 [tiga) bulan harus

o

(1)

(2)

ditunjuk Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran
Pembantu sementara dengan membuatkan Berita Acara Serah
Terima; dan

Bila Bendahara Pengeluaran [Bendahara Pengeluaran Pembantu
sesudah 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakan tugas, maka
dianggap vang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti
dari jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran [Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan oleh karena itu Rektor segera menunjuk
penggantinya atas usulan Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 56
Bendahara penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dilarang
merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
dilarang merangkap sebagai PPK/PePK UKPA.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Penyampaian Neraca sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 52 ayat 4
huruf (b) diwajibkan setelah 2 tahun peraturan ini berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua peraturan yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan UNAND sepanjang belum diganti
dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap
berlaku.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor
Univergitas Andalas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran
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Dalam Rangka Pclaksanaan Anggaran Belanja Universitas Andalas
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mecngenai

pelaksanaannya akan diatur oleh Reldtor.

Pasal 61

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Maret 2024
AL SANDALAS
4 ’_{;Z’Fsﬁfhﬁ LR NIVERSITAS,
-

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Maret 2024
Rektor Universitas Andalas,

I'TD.

EFA YONNEDI

LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2024 NOMOR 2
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